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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan tujuan mengukur serta menilai kepatuhan 

syariah dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Umum Syariah 

Indonesia menggunakan indikator yang digunakan. Penelitian ini menggunakan yang 

merupakan hasil adaptasi dari penelitian sebelumnya yaitu oleh penelitian Vinnicombe (2010) 

dengan judul “AAOIFI Reporting Standards : Measuring Compliance” dan penelitian Mardian 

(2011 ) yang berjudul “ Kajian Eksplorasi Penerapan Keterbukaan Kepatuhan Syariah Pada 

Bank Umum Syariah”. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (i) Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan pemain kunci dalam Perbankan Syariah, (ii) 

Murabahah, merupakan salah satu akad yang mendominasi aset Perbankan Syariah, (iii) Zakat, 

yang merupakan fungsi sosial dari penilaian Bank Syariah, dan (iv) Mudharabah, yaitu akad 

bagi hasil dalam Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metodologi content analysis, yaitu 

alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu 

dalam beberapa data kualitatif tertentu (yaitu teks). Dengan menggunakan analisis isi, peneliti 

dapat mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan kata-kata, tema, atau 

konsep tertentu untuk mengetahui tujuan pengungkapan yang akan dinilai sesuai dalam 

penelitian ini yaitu dengan kepatuhan syariah. Laporan tahunan yang digunakan adalah 

Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Keuangan periode 2020. Secara umum semua Bank 

Umum Syariah yang dijadikan obyek penelitian telah diungkapkan kepatuhan syariah dalam 

pelaksanaan GCG.Penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat Kepatuhan Syariah Bank 

Umum Syariah di Indonesia dianggap  cukup memadai karena sudah melebihi 50%. 

 

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Good Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, 

, Murabahah, Zakah, Mudharabah. 

 

ABSTRACT 

This research is an exploratory research with the aim of measuring and assessing sharia 

compliance in the context of implementing Good Corporate Governance (GCG) in Indonesian 

Sharia Commercial Banks using the indicators used. This study uses which is the result of 

adaptation of previous research, namely by research by Vinnicombe (2010) with the title 

"AAOIFI Reporting Standards: Measuring Compliance" and Mardian's research (2011) 

entitled "Exploratory Study on the Application of Openness of Sharia Compliance in Islamic 

Commercial Banks". This study uses 4 (four) indicators, namely: (i) Sharia Supervisory Board 

(DPS) which is a key player in Islamic Banking, (ii) Murabahah, which is one of the contracts 

that dominates Islamic Banking assets, (iii) Zakat, which is a function of social assessment of 

the Sharia Bank, and (iv) Mudharabah, namely the profit sharing contract in the Sharia Bank. 

This study uses a content analysis methodology, which is a research tool used to determine the 

presence of certain words, themes, or concepts in certain qualitative data (ie text). By using 

content analysis, researchers can measure and analyze the existence, meaning, and 



relationship of certain words, themes, or concepts to determine the purpose of disclosure that 

will be assessed according to this research, namely sharia compliance. The annual report used 

is the GCG Implementation Report and Financial Report for the period 2020. In general, all 

Islamic Commercial Banks that are the object of research have disclosed sharia compliance in 

the implementation of GCG. 50%. 

 

Keywords: Shariah Compliance, Good Corporate Governance, Shariah Supervisory Board,, 

Murabahah, Zakah, Mudharabah. 

 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang  

Perbankan dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatannya 

secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. 

Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang 

ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank, yaitu membeli uang dari 

masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan 

kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara (menyalurkan 

dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, 

bank juga memberikan jasa lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit 

maupun tidak langsung (Kasmir, 2015).  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya 

itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermualat itu dijauhi praktik-praktik yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan kegiatan investasi 

atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan 

di zaman Rasulullah atau bntuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang 

oleh beliau. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama 

semakin meningkat. Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin meningkat tersebut 

terbukti dengan berdirinya usaha-usaha berbasis syariah, dimana Perbankan Syariah ini terdiri 

dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu kepada Bank 

Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah yang mana di tahun 2020 telah 

ada 14 bank dalam perkembangannya (lihat tabel berikut). 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Kantor BUS di 

Indonesia (2005-2020) 

 

Tahun  Jumlah BUS Jumlah Kantor BUS 

2005  3  304 

2006  3  349 

2007  3  401 

2008  5  581 

2009  6  711 

2010  10  1111 

2011  11  1.401 

2012  11  1.745 

2013  11  1.998 

2014  12  2.163 

2015  12  1.990 

2016  13  1.869 

2017  13  1.825 

2018  14  1.875 

2019  14  1.875 

2020  14  2.034 

 

Sumber: Statistik Bank Syariah, Desember 2020, Bank Indonesia 

 

Disamping itu dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik bahwa pada tahun 

2020 jumlah penduduk muslim di Indonesia telah mencapai sebanyak  229,62 juta atau kurang 

lebih sekitar 87,2% dari jumlah seluruh penduduk sehingga merupakan angka mayoritas, 

sehingga memungkinkan berkembangnya Perbankan yang berbasis Islam di Indonesia.    

Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan 

Syariah, kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan kata kunci. Hal tersebut ada  

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance untuk Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip 

Syariah, sebagai satu upaya untuk melindungi kepentingan berbagai pihak (stakeholders). 

Dapat diartikan pula bahwa upaya ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum 

pada industri perbankan syariah. Dalam rangka menjaga kepercayaan bagi para stakeholders, 

maka adalah sebuah keharusan dalam perbankan syariah agar setiap tindakan operasional selalu  

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlaku. Dengan demikian menjadi kewajiban 

bagi perbankan syariah dalam operasionalnya melaporkan pelaksanaan kepatuhan Syariah 

(sharia compliance. Untuk menghasilkan pelaporan yang  secara sistematis dapat dimengerti  

semua pihak yang memerlukan maka perlu  sebuah standar bagi pelaksanaan GCG dan  standar 

akuntansi bagi perbankan syariah seperti Yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya 

(Vinnicombe, 2010).  

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituions (AAOIFI) 

yang telah menyusun standar-standar akuntansi, audit dan tata kelola bagi Lembaga keuangan 

Islam dengan tujuan mencapai keseragaman dalam akuntansi yang diterapkan oleh lembaga 

keuangan Islam dalam penyusunan laporan keuangan. AAOIFI juga telah menerbitkan dua 

puluh tiga standar akuntansi keuangan (FAST 1-23), serta standar untuk perusahaan asuransi 

syariah, standar auditing, standar tata kelola dan kode etik akuntan, auditor dan karyawan 

Lembaga keuangan syariah. 



Di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga telah mengikuti langkah yang 

dilakukan oleh AAOIFI dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 

sebagai panduan dalam menyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah khusus 

di Indonesia. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan bagi entitas syariah adalah untuk 

memberikan informasi sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam 

semua transaksi dan kegiatan usahanya. Bank Indonesia sebagai payung tunggal penguasa 

kebijakan dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia juga telah banyak mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan operasional bank syariah yang salah satunya 

PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan 

Syariah. Di samping untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di tanah air, standar-

standar tersebut dibuat untuk menjaga agar bank syariah tetap berjalan dalam koridor syariah. 

Secara eksplisit PBI ini menuntut setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib 

mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk didalamnya tentang pengungkapan 

sharia compliance bank syariah. 

Hal yang unik/khas dari shariah compliance ini pada akhirnya mendorong para peneliti 

untuk menguji dan menganilisis tentang penerapan GCG itu sendiri oleh Perbankan Syariah. 

Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Mardian (2011) yang menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianggap kurang 

maksimal. Disamping itu juga disimpulkan bahwa kurangnya independensi DPS  ditunjukkan 

oleh belum ada aturan tentang masa jabatan DPS.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh  Isfandayani (2012) yang menganalisis penyajian  

laporan keuangan bank syariah untuk optimalisasi pelaksanaan GCG melalui pengawasan 

syariah. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk dan akad yang digunakan 

bank syariah di Indonesia telah memenuhi aturan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas 

Syariah (DSN), namun demikian  ada beberapa bank syariah yang masih terbatas dalam 

mengaplikasikan akad dalam produk dalam operasional bank masing-masing. 

Penelitian oleh Vinnicombe (2010) yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan  

tingkat kepatuhan syariah bank Syariah di Bahrain, memakai pendekatan yang dibuat oleh 

AAOIFI. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah pelaksanaan GCG yang berkaitan 

dengan DPS serta pelaporan kontrak murabahah dianggap telah memenuhi kepatuhan syariah. 

Akan tetapi mengenai zakat dan kontrak mudharabah dianggap masih relatif rendah, apabila 

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI  

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab DPS yang menjadi factor kunci dalam sharia compliance bank syariah 

menujukkan hasil yang berbeda . Di Indonesian menurut dalam penelitian Mardian, di Bahrain 

pelaksanaan dan tanggung jawab DPS telah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh 

AAOIFI. Implementasi akad di Indonesia dalam penelitian Isfandayani secara keseluruhan 

telah sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan hasil temuan Vinnicombe yang 

implementasi terhadap akad, khususnya Mudharabah pada bank Syariah di Bahrain, relatif 

rendah terhadap standar yang berlaku. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Perbedaan hasil penelitian antara ketiga penelitian ini dikarenakan menggunakan 

indikator yang berbeda. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan penulis, tentang apakah 

indikator yang digunakan. Berdasarkan pertanyaan dan penelitan yang pernah dilakukan  

sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan studi eksplorasi sharia 

compliance bank syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan standar dari AAOIFI 

kemudian disesuaikan Kembali dengan regulasi yang ada di Indonesia. Permasalahan 

penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah penelitian yaitu: 



bagaimanakah pengungkapan sharia compliance pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia dalam pelaksanaan Good Corporate Governance bank umum syariah di Indonesia ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisa pengungkapan sharia compliance pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam 

pelaksanaan Good Corporate Governance bank umum syariah di Indonesia.  

 

1.4. Batasan Penelitian 

 

 Agar penelitian ini lebih focus maka ada pembatasan yang dilakukan yaitu: periode 

penelitian pada tahun 2020 dikarenakan mulai bulan Januari 2021 sudah dilakukan merger atau 

penggabungan tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI 

Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Good Corporate Governance 

Corporate governace (CG) sendiri adalah sebuah konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan (Macey dan O’hara, 2003). CG berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa mereka tidak akan 

mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan 

dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Saputri, 2009). 

Penggunaan istilah Corporate Governance ditemukan pertama kali pada tahun 1984 

pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya Corporate Governance- Practice, Procedures, 

and Power in British Companies and Their Board of Directory, UK, Gower (Soraya, 2012). 

Bank dunia mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) adalah aturan, standard, dari 

organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku perusahaan, direktur dan manajer serta 

perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor 

(pemegang saham dan kreditur) (Solihin, 2010). 

Teori GCG mengalami kegagalan, dibuktikan dengan adanya skandal keuangan yang 

menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorlCom. Pelaksanaan corporate 

governance (CG) di perusahaan dianggap sebagai salah satu penyebab utama skandal tersebut. 

Dalam perkembangan pelaksanaan GCG, terdapat perdebatan umum dalam menemukan 

bentuk sesunggunya dari CG dan apakah tujuan sebenarnya dari CG. Kegagalan dari teori 

keagenan ini, maka berkembang teori yang lebih luas yaitu shareholder value theory. Menurut 

teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan 

meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan 

memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka value 

yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan 

oleh direksi harus memepertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan 

kesehatan perusahaan dalam jangka Panjang termasuk peningkatan value pemegang sahamnya 

(Smerdon, 1998).  

Kemudian muncul teori stakeholders, dalam pengertian yang umum menyatakan bahwa 

tujuan akhir dari teori shareholder value, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan 



kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja. Dalam model teori 

stakeholders ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan 

korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan 

bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul 

dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, 

kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi 

CG mulai mengalami pergeseran makna yang lebih luas dan komprehensif, CG tidak 

lagi fokus pada pemegang saham. Keputusan bisnis manajer dan kinerja perusahaan tidak 

hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham tetapi juga memberikan manfaat bagi 

stakeholder lainnya. Pergeseran ini juga terlihat dari teori Barat tentang CG. Terdapat dua 

model pengembangan CG di Barat yaitu Anglo-American model yang lebih menekankan 

perhatian CG terhadap pemegang saham, dan Franco-German model yang menekankan 

implementasi CG bukan hanya pada pemegang saham tetapi juga kepentingan stakeholder 

lainnya (Ahmed dan Chapra, 2002). 

GCG sebagaimana dimuat dalam Pedoman Good Corporate Governance Perbankan 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada 17 

Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Hal ini juga termaktub dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan PBI No. 11/33/PBI/2009 yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Prinsip  pertama adalah  Prinsip keterbukaan dalam mengemukakan fakta yang materil dan relevan 

mengenai produk perbankan syariah dan kondisi perbankan itu sendiri serta terbuka dalam proses 

mengambil keputusan. Jadi pihak pengelola perbankan syariah harus bersikap transparan dengan 

nasabah melalui jalinan komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Di samping itu, para pengelola 

perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana 

yang telah dipercayakan nasabah kepada mereka. Dengan kata lain The corporate governance 

framework harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal 

yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola atas 

perusahaan.  Prinsip kedua adalah prinsip akuntabilitas yang mana praktekpenerapan prinsip ini bisa 

dilihat dengan adanya; (a). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penilaian kinerja 

secara periodik, (b). Memasukkan implementasi GCG di tiap unit kerja sebagai bagian dari strategi 

fungsional dalam RKAP tahunan, (c). Penerapan annual disclosure jajaran perusahaan dan (d). 

Pembuatan pernyataan dan komitmen unit kerja untuk mengimplementasikan GCG. Prinsip ketiga 

adalah prinsip pertanggungjawaban yang lebih menekankan pada kesesuaian pengelolaan bank terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya sistem pengelolaan perbankan yang 

sehat. Prinsip pertanggungjawaban dari GCG ini membawa konsekuensi lebih lanjut tentang pentingnya 

Corporate Social Responsibility terhadap lingkungan disekitarnya. Prinsip keempat adalah prinsip 

profesional yang  menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara 

profesional ataupun tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga conflict of interest 

dapat dihindari sejauh mung kin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang 

mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan stakeholders dan 

mampu mengambil keputusan secara obyektif. Prinsip kelima adalah prinsip kewajaran yang 

identik dengan adanya keadilan dan kesetaraan sehingga bank arus senantiasa memperhatikan 

seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal 

treatment). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai 

akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.  

 Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada 

berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dalam pelaksanaan CG, sehingga dapat 

diperoleh yaitu: (1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-



biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan 

wewenang atupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal 

tersebut. (2) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan 

perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang 

dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. (3) 

Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut 

kepada publik luas dalam jangka panjang. (4) Menciptakan dukungan para stakeholder dalam 

lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berrbagai strategi dan kebijakan yang 

ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga 

mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan. 

 

2.3. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam 

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam CG ini bukanlah hal yang asing dalam Islam. 

Dalam konteks CG dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep 

CG yang lebih luas dari CG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama 

adalah penjagaan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep CG dalam Islam lebih 

komprehensif dari Franco-German Model (Mardian, 2011). Lebih lanjut, Dusuki (2007) 

menyatakan bahwa akibat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Islam adalah adanya keadilan 

untuk menunjukkan keseimbangan antar stakeholder sebuah perusahaan. Perusahaan dengan 

kinerja yang lebih baik memiliki komitmen dan tanggungjawab sosial untuk peduli terhadap 

segmen yang kurang beruntung dalam masyarakat, seperti misalnya wajib membayar zakat 

atau memberikan sumbangan sukarela (sedekah). Demikian pula langkah yang tepat harus 

diambil untuk keselamatan dan keamanan di tempat kerja, khususnya dalam melindungi 

kepentingan karyawan. Prinsip-prinsip moral dan etika yang telah diatur dalam syariat Islam 

sebenarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar stakeholder. Setidaknya 

menurut Muqorobin (2011) bahwa GCG dalam Islam harus pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa 

dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. 

 

2.4. Indikator Pengungkapan Sharia Compliance Pada Perbankan Syariah 

Dewan Pengawas Syariah 

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan 

syariah. DPS bertanggung jawan untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah 

sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-

Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan 

lembaga keuangan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan 

demikian secara yuridis, DPS dilembaga perbankan menduduki posisi yang kuat (Yulianti, 

2009) Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan 

rekomendasi dari DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian 

peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS 

memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip 

syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memeberikan rekomendasi anggota DPS 

yang memiliki 



keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank 

syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS 

(Syaiful, Watni, Suradji, Sutriya, 2003). 

 

Murabahah 

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan Syariah adalah skim jual-

beli murabahah. Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah, suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). 

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai 

murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Landasan syariah dari murabahah ini secara 

jelas tertuang dalam Al Quran dan Hadits.  

Dalam QS Al-Baqarah 275  

 

ب ا ي أكُْلوُن   الَّذِين   ا  إِلَّ  ي قوُمُون   ل   الر ِ بَّطُهُ  الَّذِي ي قوُمُ  ك م  س ِ  مِن   الشَّيْط انُ  ي ت خ  لِك    ۚالْم  ا ق الوُا بِأ نَّهُمْ  ذ َٰ ب ا مِثْلُ  الْب يْعُ  إنَِّم  لَّ   ۗالر ِ أ ح  و   

 ُ م   الْب يْع   اللَّّ رَّ ح  ب ا و  نْ   ۚالر ِ هُ  ف م  اء  وْعِظ ة   ج  ب ِهِ  مِنْ  م  ا ف ل هُ  ف انْت ه ىَٰ  ر  أ   س ل ف   م  ِ  إِل ى مْرُهُ و  نْ   ۖاللَّّ م  ئكِ   ع اد   و  ابُ  ف أوُل َٰ ا هُمْ   ۖالنَّارِ  أ صْح  فيِه   

الِدوُن    خ 

 

Yang terjemahannya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 

Dapat diartikan bahwa “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  

 

Sedangkan dari hadits, dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “Dari 

Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, ‘tiga hal yang didalamnya terdapat 

keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 

dan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” 

 

Zakat 

Salah satu pilar yang paling penting dalam sistem perekonomian Islam adalah kewajiban 

seorang muslim untuk membayar zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah 

dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi 

nisab. Zakat adalah ibadah Maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki posisi 

penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2007). Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam FAST No.9 menetapkan 

bahwa pembayaran zakat perusahaan dapat didasarkan pada dua metode yaitu (i) metode net 

worth dan (ii) diambil dari keuntungan selama setahun. Dalam metode net worth seluruh 

kekeyaan bank, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus di 

zakatkan. Persentase zakat yang dikeluarkan darinya adalah 2,5%. Perkiraan yang dibuat atas 

dasar ini adalah nilai zakat yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dari yang tengah berlaku 



sekarang. Masalah yang timbul akibat metode ini adalah bahwa mungkin saja terjadi zakat yang 

harus dikeluarkan oleh bank syariah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Jika demikian, 

maka bank harus membayar zakat dari keuntungan dan modalnya. Jika zakat dibayar dari 

modal dan keuntungan, maka tiap tahun bank syariah harus membuat pertumbuhan dan 

keuntungan yang lebih dari 2,5%. Jika tidak, maka akhirnya bank akan mengalami penurunan 

modal (Vinnicombe, 2010). Dalam perhitungan dasar zakat yang harus dibayarkan oleh bank 

Syariah berdasarkan keuntungan, adalah dengan membayar zakat sebesar 2,5% dari 

keuntungan yang telah didapat selama satu tahun. Lewis dalam Vinnicombe (2010) 

berpendapat bahwa dasar ini muncul karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa 

perusahaan seperti bank syariah tidak layak menjadi obyek hukum syariah, karena bukan 

merupakan individu. Jika perusahaan membayar zakat, maka bank syariah hanya menjadi wakil 

dari pemegang saham atau pemilik lembaga tersebut. Sebagai wakil bank syariah tidak berhak 

bertindak tanpa persetujuan pemiliknya, termasuk pemungutan zakat atas pemilikan saham. 

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan bahwa bank hanya mengeluarkan zakat 

dari keuntungan saja maka hanya itulah yang dapat dilakukan oleh bank. Demikian juga, jika 

RUPS menetapkan tidak mengeluarkan zakat, karena pemegang saham membayarkan zakat 

masing-masing zakatnya, maka bank tidak dapat mengeluarkan zakat.  

 

Mudharabah 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab 

atas kerugian tersebut Karim (2008) menyatakan bahwa dalam mudharabah harus memenuhi 

rukun sebagai berikut : (i) pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha); (ii) objek 

mudharabah (modal dan kerja); (iii) persetujuan kedua belah pihak (ijabqabul) dan; (iv) nisbah 

keuntungan. Secara umum , mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah 

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Antonio, 2001). Mudharabah muthlaqoh adalah 

bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak 

dibatasi oleh spesiikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah 

muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqoh. Dalam mudharabah 

muqayyadah mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau temapat usaha. 

Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk 

pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: (i) 

tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, dan juga deposito 

biasa. (ii) deposito special (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus 

untuk bisnis tertentu. Sedangkan untuk pembiayaan, biasanya mudharabah diterapkan untuk: 

(i) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (ii) investasi khusus, 

disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang 

khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel yang dieksplorasi dalam 

analisis adalah Dewan Pengawas Syariah, Murabahah, Zakat, Mudharabah. Data yag 

digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, berupa laporan pelaksanaan GCG dan 

laporan tahunan BUS periode tahun 2020, bersumber dari situs resmi 14 Bank Umum Syariah 

(BUS)  di Indonesia (yang datanya lengkap) yaitu: 
 



1 PT. Bank Aceh Syariah (BAS) 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BPD NTBS) 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) 

4 PT. Bank Victoria Syariah (BVS) 

5 PT. Bank BRISyariah (BRIS) 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) 

7 PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 

8 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 

9 PT. Bank Mega Syariah (BMS) 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (BPDS) 

11 PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) 

12 PT. BCA Syariah (BCAS) 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia Syariah (MSI) 

 

Sumber:  Statistik Perbankan Syariah – Desember 2020, www.ojk.go.id 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. 

Langkah-langkah untuk menunjang analisis isi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi-informasi yang terdapat dalam 

laporan GCG dan laporan tahunan BUS sesuai dengan indikator yang digunakan. 

2. Melakukan scoring. Scoring dilakukan untuk mencari poin pengungkapan yang dinilai 

dengan 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan dari item pengungkapan yang 

telah dijabarkan dalam tabel indikator penelitian. Kemudian dari hasil uji checklist 

tersebut dilakukan perhitungan indeks. Indeks pengungkapan sharia compliance 

dihitung berdasarkan rumus dibawah ini.  

           Ni 

ISC = ---- x 100 % 

           No 

ISC merupakan sebuah indeks pengungkapan sharia compliance oleh bank syariah 

melalui laporan tahunannya. Ni merupakan banyaknya item sharia compliance yang 

telah diungkapkan oleh BUS, sedangkan No adalah banyaknya item yang seharusnya 

diungkapkan oleh BUS. 

3. Setelah melakukan scoring dan penghitungan jumlah data dan dilakukan perhitungan 

tingkat pengungkapan sharia compliance, kemudian dilakukan analisis konten terhadap 

informasi-informasi sesuai dengan kategori indeks pengungkapan sharia compliance 

yang tersedia dalam laporan GCG dan laporan tahunan. Analisis konten dilakukan 

untuk menilai informasi yang tersedia sehingga layak disebut sebagai sebuah 

pengungkapan sharia compliance. Selanjutnya nilai dihitung dengan menggunakan 

rumus yang sama dengan penghitungan secara scoring. 

4. Menarik kesimpulan dari pembahasan hasil analisis. 

 

Indikator Penelitian dan Kategori Items Yang Harus Diungkapkan, yang bersumber 

dari Vinicombe (2010) dan Mardian (2011) adalah sebagai berikut: 

 

Indikator Dewan Pengawas Syariah, menggunakan 17 kategori : 

1. Nama Struktur DPS 

2. CV DPS 

3. Foto Struktur DPS 

4. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan BI 

http://www.ojk.go.id/


5. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan 

Nominasi 

6. Masa jabatan DPS 

7. Tugas dan tanggung jawab DPS 

8. Patuh terhadap periode penyampaian laporan 

9. Waktu penyampaian laporan 

10. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

11. Jumlah rapat 

12. Risalah rapat 

13. Pengungkapan rangkap jabatan 

14. Petuh terhadap larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi 

15. Pengungkapan nilai remunerasi 

16. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan 

17. Opini DPS yang dipublish 

 

Indikator Murabahah, menggunakan 5 kategori: 

1. Penyajian pada laporan keuangan 

2. Metode pengakuan laba jangka pendek 

3. Metode pengakuan laba jangka panjang 

4. Penilaian aset pada saat terjadinya akad 

5. Penilaian aset setelah terjadinya akad 

Indikator Zakat, mennunakan 6 kategori: 

1. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat 

2. Periode laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

3. Sumber dana zakat 

4. Penyaluran dan penggunaan dana zakat 

5. Kenaikan atau penurunan dana zakat 

6. Saldo awal dan akhir dana zakat 

 

Indikator Mudharabah, menggunakan 17 kategori: 

1. Pengungkapan restricted fund 

2. Pengungkapan unrestricted fund 

3. Pengungkapan perubahan laba (rugi) 

4. Pengungkapan catatan kebijakan akuntansi tentang prinsip pembagian hasil usaha 

5. Pendapatan dari operasi utama 

6. Biaya dari operasi utama 

7. Laba (rugi) dari operasi utama 

8. Hak pihak ketiga atas bagi hasil 

9. Hak bagi hasil milik bank 

10. Bagian bagi hasil bank dari restricted fund 

11. Imbalan bank sebagai agen investasi dari restricted fund 

12. Metode yang digunakan untuk pengalokasian keuntungan antara bank dan 

pengelola dana 

13. Dasar pengalokasian biaya untuk unrestricted fund 

14. Dasar penentuan beban penyisihan 

15. Rincian dana syirkah temporer 

16. Distribusi investasi mudharib 

17. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah 

 



ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Hasil Scoring Indeks Pengungkapan Sharia Compliance 

Pengungkapan sharia compliance pada bank umum syariah menggunakan scoring 

untuk menilai kesesuaian antara praktik pengungkapan pada laporan GCG dan laporan tahunan 

bank umum syariah terhadap item-item sharia compliance yang seharusnya diungkapkan.  

Tabel 4.1 yang merupakan hasil skoring terhadap laporan GCG dan laporan tahunan BUS 

dalam pengungkapan sharia compliance. 

 

No Kategori BA

S 

PPD 

NTB

S 

BM

I 

BV

S 

BRI

S 

BJB

S 

BNI

S 

BS

M 

BM

S 

BP

DS 

BS

B 

BCA

S 

BT

P 

NS 

MSI 

1 DPS 14 13 17 13 13 14 14 17 14 10 12 14 13 8 

2 Murabahah 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 2 3 3 2 

3 Zakat 5 5 5 5 5 5 5 6 6 3 3 5 4 2 

4 Mudharabah 14 13 15 12 15 13 13 15 13 12 12 14 12 9 

5 Ni 32 34 41 34 42 36 35 43 37 29 29 36 32 21 

6 No 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

7 ISC 71 % 76% 91% 76% 93% 80% 78% 96% 82% 64% 64% 80% 71% 47% 

 

Sumber: Data diolah dari laporan GCG dan laporan tahunan BUS (2020). 

 

Tabel diatas menunjukkan pengungkapan sharia compliance BUS dalam pelaksanaan GCG 

dengan menggunakan skoring. Dapat dilihat dari hasil skoring bahwa dari 14 (empat belas) 

BUS di Indonesia yang menjadi objek penelitian, terdapat hanya 1(satu) BUS memiliki ISC 

dalam rentang .< 50 % yaitu PT. Maybank Syariah Indonesia Syariah (MSI), ada 10 (sepuluh) 

BUS lainnya yang memiliki ISC dalam rentang 80%  ≤ ISC ≤ 50% yaitu PT. Bank Aceh 

Syariah (BAS), PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BPD NTBS), PT. Bank Victoria 

Syariah (BVS), PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS), PT. 

Bank Mega Syariah (BMS), PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (BPDS), PT. Bank Syariah 

Bukopin (BSB),  PT. BCA Syariah (BCAS), PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah (BTPNS), bahkan ada yang mempunyai ISC > 90 % yaitu 3 (tiga) BUS yaitu PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk (BMI), PT. Bank BRISyariah (BRIS) dan PT. Bank Syariah Mandiri 

(BSM). 

 

Selanjutnya dari hasil analisis berdasarkan indikator kategori variable penelitian, ditemukan 

bahwa hampir semua BUS telah mengungkapkan. Dari 4 (empat) kategori sharia compliance 

yang harus diungkapkan semua BUS yang menjadi objek penelitian telah mengungkapkan 

semua kategori Dewan Pengawas Syariah, Murabahah, Zakat dan Mudharabah .  

Secara lebih terperinci Pengungkapan untuk tiap indikator adalah sebagai berikut: 

 

 



Tabel 4.2. Pengungkapan indikator Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 17 kategori 

No Nama Bank Jumlah Kategori 

yang diungkap 

Prosentase 

1 PT. Bank Aceh Syariah (BAS) 14 82% 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BPD NTBS) 13 76% 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) 17 100% 

4 PT. Bank Victoria Syariah (BVS) 13 76% 

5 PT. Bank BRISyariah (BRIS) 13 76% 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) 14 82% 

7 PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 14 82% 

8 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 17 100% 

9 PT. Bank Mega Syariah (BMS) 14 82% 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (BPDS) 10 59% 

11 PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) 12 71% 

12 PT. BCA Syariah (BCAS) 14 82% 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

(BTPNS) 

13 76% 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia (MSI) 8 47% 

 Rat-rata ISC  66,18% 

Ada 2 (dua) BUS yang 100 % mengungkapkan kategori Dewan Pengawas Syariah, sedangkan 

12 (dua belas) BUS yang lain belum sepenuhnya mengungkapkan kategori tersebut, bahkan 

ada 1 (satu) BUS yang hanya mengungkapkan kategori Dewan Pengawas Syariah dalam 8 dari 

17 indikator yang berarti < 50% yaitu PT. Maybank Syariah Indonesia (MSI). 

 

Tabel 4.3. Pengungkapan indikator Murabahah yang terdiri dari 5 kategori 

No Nama Bank Jumlah Kategori 

yang diungkap 

Prosentase 

1 PT. Bank Aceh Syariah (BAS) 3 60 % 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

(BPD NTBS) 

3 60% 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) 4 80% 

4 PT. Bank Victoria Syariah (BVS) 4 80% 

5 PT. Bank BRISyariah (BRIS) 4 80% 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) 4 80% 

7 PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 3 60% 

8 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 5 100% 

9 PT. Bank Mega Syariah (BMS) 4 80% 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

(BPDS) 

4 80% 

11 PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) 2 40% 

12 PT. BCA Syariah (BCAS) 3 60% 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah (BTPNS) 

3 60% 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia (MSI) 2 40% 

 Rata-rata ISC  68,57% 

 



Ada 1 (satu) BUS yang 100% menggungkapkan kategori dari indikator Murabahah yaitu PT. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) , sedangkan  11 (sebelas) BUS mengungkapkan ≥ 60 % dan 

hanya 2 (dua) BUS yang mengungkapkan 40% yaitu PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) dan 

PT. Maybank Syariah Indonesia (BMI). 

 

Tabel 4.4. Pengungkapan indikator Zakat yang terdiri dari 6 kategori 

No Nama Bank Jumlah Kategori 

yang diungkap 

Prosentase 

1 PT. Bank Aceh Syariah (BAS) 5 83% 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

(BPD NTBS) 

5 83% 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) 5 83% 

4 PT. Bank Victoria Syariah (BVS) 5 83% 

5 PT. Bank BRISyariah (BRIS) 5 83% 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) 5 83% 

7 PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 5 83% 

8 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 6 100% 

9 PT. Bank Mega Syariah (BMS) 6 100% 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

(BPDS) 

3 50% 

11 PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) 3 50% 

12 PT. BCA Syariah (BCAS) 5 83% 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah (BTPNS) 

4 67% 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia (MSI) 2 33% 

 Rat-rata ISC  76% 

 

PT Maybank Syariah Indonesia hanya mengungkapkan 2 dari 6 kategori dari indikator zakat 

dan ada 2 (dua) BUS yang baru 50% mengungkapkan indikator Zakat sedangkan 11 (sebelas) 

BUS sudah dalam kategori baik dalam mengungkapkan indikator Zakat, walaupun hanya ada 

2 (dua) BUS yang mencapai 100% pengungkapan Zakat yaitu PT. Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dan PT. Bank Mega Syariah (BMS).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5. Pengungkapan indikator Mudharabah yang terdiri dari 17 kategori 

No Nama Bank Jumlah Kategori 

yang diungkap 

Prosentase 

1 PT. Bank Aceh Syariah (BAS) 14 82% 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

(BPD NTBS) 

13 76% 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) 15 88% 

4 PT. Bank Victoria Syariah (BVS) 12 71% 

5 PT. Bank BRISyariah (BRIS) 15 88% 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) 13 76% 

7 PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 13 76% 

8 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 15 88% 

9 PT. Bank Mega Syariah (BMS) 13 76% 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

(BPDS) 

12 71% 

11 PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) 12 71% 

12 PT. BCA Syariah (BCAS) 14 82% 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah (BTPNS) 

12 71% 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia (MSI) 9 53% 

 Rata-rata ISC  71,21% 

 

Hanya ada 1 (satu) BUS yang mengungkapkan 9 dari 17 kategori indicator Mudharabah yaitu 

PT. Maybank Syariah Indonesia, sedangkan 13 (tiga belas) BUS yang lain sudah 

mengungkapkan ≥ 12 kategori Mudharabah berarti hampir semua BUS sudah mengungkapkan 

indikator Mudharabah dengan baik. 

 

Pengungkapan berdasarkan masing-masing kategori untuk indikator DPS, rata-rata 

pengungkapan yang dilakukan oleh BUS adalah sebesar 66,18%.%. Kemudian kategori 

murabahah dan zakat rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh BUS masing-masing 

sebesar 68,57% dan 76%. Sedangkan kategori mudharabah diungkapkan sebesar  71,21%. 

 

4.2 Analisis Konten Pengungkapan Sharia Compliance 

Konten analisis bertujuan mencari makna dari setiap kalimat yang berhubungan dengan 

pengungkapan item sharia compliance dalam laporan tahunan dan laporan GCG sehingga 

dapat diketahui BUS telah layak dalam mengungkapkan sharia compliance atau tidak. Dari 

analisis konten menunjukkan hasil bahwa hanya 1 (satu) dari 14 BUS di Indonesia pada tahun 

2020 memiliki indeks pengungkapan sharia compliance kurang dari 60% dan 13 (tiga belas) 

BUS lainnya memiliki indeks pengungkapan sharia compliance dalam rentang range 

berdasarkan hasil analisis konten. 

Meskipun masih dalam rentang yang sama, namun untuk PT Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dalam mengungkapkan sharia compliance di laporan GCG dan laporan tahunan 

memiliki indeks yang paling besar daripada BUS yang memiliki masa operasi yang relatif sama 

yaitu  sebesar 96%. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai bank syariah yang memiliki aset 

terbesar dilihat dari Laporan keuangan Per 31 Desember 2020, total aset PT Bank Syariah 



Mandiri menembus angka Rp126,9 triliun atau sebesar dua kali lipat dari rata-rata aset bank 

Syariah besar lainnya, dalam melakukan kegiatan operasionalnya melaksanakan kepatuhan 

Syariah yang paling baik. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan dan telah mendapatkan 

berbagai macam penghargaan, salah satunya adalah Most Trusted Company Based on 

Corporate Governance Perception Indek (CGPI) dari Majalah SWA dan The Indonesian 

Institute for Corporate Governance pada tahun 2012. Jumlah kantor yang dimiliki sampai 

dengan bulan September 2020 adalah yang terbanyak dibandingkan BUS yang lain dengan 

perincian: : 127  Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang, 418  Kantor Cabang Pembantu/Unit 

Pelayanan Syariah, 51 Kantor Kas. 

Jika dilihat secara keseluruhan, hanya ada 1 (satu) BUS dari 14 (empat belas) BUS di 

Indonesia pada tahun 2020 yang memiliki ISC kurang dari 50% yaitu PT. Maybank Syariah 

Indonesia Syariah (MSI) karena hanya mempunyai 1 kantor sebagai Kantor Pusat 

Operasional/Kantor Cabang tanpa mempunyai Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan 

Syariah maupun Kantor Kas sehingga operasionalnya terbatas. 

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)  sebagai bank syariah yang pertama berdiri dan 

mengusung slogan “Pertama Murni Syariah” hanya mengungkapkan 83% saja untuk kategori 

Zkat yang setara dengan 7 (tujuh) BUS lainnya yaitu PT. Bank Aceh Syariah (BAS), PT BPD 

Nusa Tenggara Barat Syariah (BPD NTBS), PT. Bank Victoria Syariah (BVS), PT. Bank BRI 

Syariah (BRIS), PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS) dan 

PT. BCA Syariah (BCAS), ini artinya belum 100%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil scoring dan analisis konten yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

15(lima belas) dari 14 (empat belas) BUS di Indonesia pada tahun 2020 telah mengungkapkan 

sharia compliance dalam pelaksanaan Good Corporate Governance dengan prosentase lebih 

dari 60%.  Hanya ada 1 (satu) BUS yaitu PT. Maybank Syariah Indonesia yang memiliki Indeks 

Syariah Compliance kurang dari 60% hal ini dikarenakan bank tersebut hanya memiliki 1 

kantor untuk melaksanakan kegiatannya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat sharia 

compliance dalam pelaksanaan akad mudharabah telah sesuai dengan PSAK 101 Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. 

Penelitian ini hanya menggunakan data laporan GCG dan laporan keuangan dan laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dalam periode satu tahun yaitu tahun 2020, sehingga 

tidak dapat diketahui kekonsistenan dari pengungkapan yang dilakukan dari waktu ke waktu. 

Selain itu untuk Laporan Keuangan Maybank Syariah juga tidak didapatkan laporan keuangan 

yang lengkap yang tersedia di website resmi Maybank Syariah  

Penelitian ini hanya mengandalkan informasi yang tersedia dalam laporan GCG dan 

laporan keuangan saja, maka segala keputusan penilaian bisa dikatakan memiliki subjektifitas 

yang tinggi, karena sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti serta situasi dan kondisi 

ketika penelitian ini dilakukan. 

Tidak ada peraturan terkait yang mengatur secara baku mengenai format opini DPS. 

Sehingga menyebabkan beragamnya format opini DPS yang di publish membuat peneliti 

kesulitan mengindentifikasi opini sesuai dengan indikator yang digunakan. 

 

 



5.2. Saran  

 Dari kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan saran: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih 

lama dan lebih lengkap agar lebih terlihat pergerakan tingkat pengungkapan sharia 

compliance dalam beberapa tahun. Disamping itu akan lebih baik menelususri berbagai 

informasi yang  terkait dengan pengungkapan sharia compliance melalui wawancara 

untuk memastikan penilaian dari peneliti sama dengan apa yang dimaksud dari bank 

tertentu. 

2. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan yang baku mengenai format 

opini DPS yang di publikasi sehingga opini dari Dewan Pengawas Syariah dapat 

merepresentasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta  dapat 

meningkatkan dan menjaga kepercayaan stakeholder bank umum Syariah. 
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